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BAB III 
UPAYA INTERNAL PEMERINTAH BELANDA MEMBATASI 
PENGGUNAAN GANJA 
Konvensi Opium Internasional merupakan cikal bakal adanya kebijakan 
pelegalan obat-obatan khususnya ganja di Belanda. Obat-obatan sejenis 
ganja, amphetamine, ekstasi, dan kokain ini sangat membantu dalam 
penyembuhan beberapa penyakit dan mengurangi rasa sakit yang membawa 
banyak keuntungan bagi setiap negara. Namun dengan dilegalkannya 
penggunaan obat-obatan di Belanda ini tidak hanya membawa dampak positif 
tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Untuk itu dalam bab ini penulis 
ingin menjabarkan upaya internal pemerintah Belanda melalui konsep 
keamanan nasional dalam cakupan keamanan sosial dan keamanan 
lingkungan membatasi penggunaan obat yang terdiri dari perubahan undang-
undang terkait obat, pembatasan penjualan ganja di coffee shop dengan 
mengurangi jumlah bangunan coffee shop, dan pelarangan wisata ganja bagi 
non-penduduk atau turis. 
3.1 Perubahan Peraturan Terkait Obat 
 Negeri Belanda bukan satu-satunya negara yang melegalkan ganja atau 
obat-obatan yang menurut Indonesia merupakan obat-obatan terlarang. 
Negara lain di dunia ini yang melegalkan obat-obatan khususnya ganja antara 
lain ada Uruguay, Swedia, Meksiko, Kolombia, Spanyol, Peru, Amerika 





ingin menciptakan citra bahwa negaranya tidak melegalkan obat-obatan ilegal 
seperti ganja tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari turis asing yang 
berkunjung ke Belanda hanya untuk sekedar melakukan jual beli atau 
menikmati ganja.  
Adanya pelegalan ganja di Belanda ini memberikan efek positif 
diantaranya keuntungan dari segi keamanan dimana setiap orang bisa 
emnikmati ganja di beberapa coffee shop  yang telah memiliki lisensi. Hal ini 
merupakan suatu keuntungan dimana angka kriminalitas akibat adanya 
pelegalan ganja ini menurun karena ganja dapat dinikmati di beberapa coffee 
shop dan para penggunanya tidak sembunyi-sembunyi dalam 
mengkonsumsinya. Selain itu negara juga mendapatkan keuntungan dari segi 
pendapatan pajak dan bea cukai khususnya pajak dari setiap coffee shop  yang 
mengajukan lisensi penjualan ganja. Namun dari beberapa keuntungan 
tersebut, tentunya pemerintah Belanda tetap khawatir akan kesehatan 
masyarakatnya walaupun pada intinya pemakaian ganja telah dibatasi yaitu 
tidak melebihi 5 gram dan 5 buah tanaman.  
Pada awalnya pemerintah Belanda tidak melegalkan obat-obatan 
khususnya ganja ini. Setelah pada tahun 1912 pemerintah Belanda mengikuti 
Konvensi Opium Internasional, pemerintah Belanda meratifikasi peraturan 
mengenai pengaturan obat-obatan khususnya ganja yang disebut dengan 
Opium Act  dan ganja ditambahkan pada Undang-Undang tersebut di tahun 
1950. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pembatasan jumlah 





pemerintah yang dapat menjual ganja kepada pembeli di atas 18 tahun, dan 
peraturan lain mengenai perjualbelian ganja.  
Di sisi lain undang-undang mengenai obat-obatan di Belanda ini 
mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Awalnya 
pemerintah Belanda hanya membatasi penggunana ganja dan obat-obatan lain 
untuk kegiatan pengobatan demi kesehatan. Lalu muncul peraturan dimana 
penggunaan ganja diatur pemakaiannya dan dibatasi pemakaiannya. Hingga 
pada saat ini pemerintah Belanda melakukan segala cara untuk membatasi 
penggunaan ganja dengan melakukan berbagai cara baik upaya secara internal 
maupun eksternal. Tentunya upaya secara internal dan eksternal ini 
dicetuskan melalui serangkain sejarah yang panjang hingga menemukan 
beberapa upaya yang tepat untuk merealisasikan tujuan pemerintah Belanda. 
Upaya secara internal dan eksternal ini tentunya dilakukan untuk menekan 
bahkan mengurangi kerugian yang dialami akibat adanya pelegalan ganja di 
negeri Belanda. 
Pada zaman dahulu, sebelum abad 20, Belanda sangat berpengalaman 
dalam penggabungan antara primitive traditional atau pengobatan tradisional 
dengan rational scientific medicine atau pengobatan secara ilmiah yang 
masuk akal. Lalu pemerintah Belanda menerapkan sistem opium leasing yang 
didapatkan dari adanya perjanjian antara beberapa negara di Eropa yang 





muncul yang dinamakan The Hague Opium Convention1 dimana dalam 
konvensi tersebut menghasilkan suatu kebijakan atau perjanjian yang mana 
dalam Pasal 9 menyebutkan adanya kerjasama antar negara untuk mengawasi 
serta membatasi produksi dan perdagangan obat-obatan dimana obat-obatan 
tersebut dilegalkan hanya untuk media pengobatan. Sesuai dengan UNODC 
(United nations Office on Drugs and Crime) yaitu lembaga khusus dari PBB 
yang menangani masalah obat-obatan di dunia, menyebutkan bahwa dalam 
Konvensi Opium Internasional terdiri dari 6 bab dan 25 pasal dengan 
beberapa tambahan mengenai opium dan morfin. Selain itu dalam konvensi 
ini juga ditambahkan mengenai kokain dan heroin yang menjadi 
permasalahan beberapa negara pada saat itu.  
Kokain pertama kali ditemukan di Jerman oleh Albert Niemann pada tahun 
1860 dan dengan cepat dikenal masyarakat sebagai obat dalam dunia 
kesehatan dan sebagai sarana untuk membuat seseorang merasa bahagia. 
Selain itu heroin juga dikenal sebagai obat-obatan jenis baru pada saat itu 
setelah adanya kokain. Heroin tersedia sebagai bahan untuk obat-obatan 
dalam dunia farmasi pada tahun 1898. Ironisnya heroin ini dijadikan sebagai 
obat cadangan setelah morfin dan dianggap sebagai obat-obatan non-
addictive atau bukan zat adiktif. Hal ini yang menjadikan masalah di 
                                                             
1 The Hague Opium Convention  adalah konvensi opium internasional yang diselenggarakan pada 
tanggal 23 Januari 1912. Konvensi ini diikuti oleh beberapa perwakilan negara antara lain China 
(Tiongkok), Prancis, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Persia (Iran), Portugal, Rusia, Siam 
(Thailand), United Kingdom atau Amerika Serikat, dan Inggris. Walaupun awalnya  konvensi ini 
hanya diikuti oleh beberapa negara, namun seiring dengan berjalannya waktu, konvensi ini 
mengantongi 20 negara pada tahun 1920 dan bertambah menjadi 67 anggota negara konvensi 
opium internasional pada tahun 1949, diakses dalam 
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention 





beberapa negara pada saat itu. Konvensi pada tahun 1912 ini memang jauh 
dari kata sempurna karena kurang mencakup keseluruhan permasalahan 
mengenai obat-obatan. Namun adanya konvensi ini menginspirasi beberapa 
negara untuk melakukan control terhadap obat-obatan dengan cara yang 
sama. Lalu muncul Harrison Act2 di Amerika Serikat, The Foundation of 
U.S., dan drug law di abad 20-an.  
Sebelum adanya Konvensi Opium Internasional pada tahun 1912, 
dilaksanakan juga konverensi mengenai obat-obatan yaitu The Opium 
Commision pada tahun 1909 yang diselenggarakan di Shanghai. Setelah 
adanya Perang Dunia I pada tahun 1914, obat-obatan semakin menyebar luas 
keseluruh dunia. Berjalan hingga tahun 1919-1920, Konvensi Opium menjadi 
salah satu bagian dalam perjanjian perdamaian Perang Dunia I dan pada 
akhirnya Konvensi Opium ini diratifikasi oleh banyak negara. Setelah itu 
dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa untuk mengawasi berjalannya Konvensi 
Opium tersebut. Setelah berlalunya Konvensi Opium Internasional, konvensi 
mengenai ganja tetap diperpanjang dan masih tetap berlaku hingga tahun 
1925. Konvensi ini masih tetap berlaku hingga pada tahun 1931 muncul 
perjanjian mengenai pembatasan dan peraturan untuk mengatur distribusi dari 
obat-obatan narkotika yang bertujuan untuk membatasi suplai obat-obatan 
                                                             
2 Undang-Undang mengenai obat-obatan di Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1914. 
Sumber U.S Legal mengatakan, “The Harrison tax Act was U.S. federal legislation enacted to 
impose taxes on the sale, distribution, manufacturing, importation, and distribution of cocoa 
leaves, opium, and any form of products originating from either”. Jadi dalam konteks tersebut, 
Harrison Act ini mengatur mengenai pajak dari obat-obatan yang meliputi perjualbelian, distribusi, 
ekspor impor dan pembuatan obat-obatan (daun ganja, opium, dan obat-obatan dalam segala 
bentuk). Undang-Undang ini dicetuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Representative 
Francis Burton Harrison di New York dan disetujui pada tanggal 14 Desember 1914 yang 
kemudian efek dari undang-undang ini terlihat setahun kemudian pada tahun 1915, diakses dalam 





narkotika sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk kesehatan atau pengobatan 
dan untuk tujuan penelitian. Kemudian beranjak ke tahun 1936 dimana 
diadakan suatu konvensi internasional untuk membahas dan menetapkan 
macam-macam obat-obatan yang dinilai membahayakan dan termasuk dalam 
tindak pidana internasional. Pada tahun 1946 atau tepatnya 10 tahun 
kemudian, pengawasan mengenai obat-obatan yang dilakukan oleh Liga 
Bangsa-Bangsa diserahkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau 
United Nations. Selanjutnya Badan Ekonomi dan Sosial dari PBB 
membentuk The Commission on Narcotic Drug (CND) sebagai salah satu dari 
pusat pengawasan dalam hal narkotika dan obat-obatan yang masih termasuk 
dalam bagian PBB. Pada tahun 1948, dicetuskan The Synthetic Narcotics 
Protocol untuk mengatur komposisi obat-obatan atau narkotika. Protokol 
mengenai narkotika sintetis ini ditandatangani pada tahun 1953 dimana 
protocol ini menjelaskan bahwa opium dapat diproduksi dan diperjualbelikan 
untuk kepentingan medis atau kesehatan dan untuk keperluan penelitian. 
Pada tahun 1961 terbentuklah International Narcotics Control Board 
(INCB) sebagai bentuk penggabungan antar konvensi yang dibentuk oleh 
masing-masing negara. Hal ini dilakukan sebagai perjanjian untuk turut saling 
mengawasi peredaran obat-obatan di tiap negara masing-masing. Sepuluh 
tahun kemudian, pada tahun 1971, terjadilah The Convention on Psychotropic 
Substances untuk meningkatkan penggunaan obat-obatan di beberapa negara 
sebagai sarana pengobatan dan sebagai kebutuhan penelitian di beberapa 





meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara dalam segi 
keamanan. Lalu terbentuklah The United Nations International Drug Control 
Programme (UNDCP) di Vienna. Pada tahun 1998, UNGASS (United 
Nations General Assembly) menguatkan negara-negara anggota PBB untuk 
lebih meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam mengurangi 
permintaan dan persediaan obat-obatan khususnya narkotika. Pada akhirnya 
di tahun 2002 terbentuklah The United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) sebagai salah satu badan khusus PBB yang menangani tindak 
pidana di bidang obat-obatan atau narkotika.3 
Dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun, dunia telah berusaha mengatasi 
permasalahan akibat adanya penggunaan obat-obatan khususnya narkotika. 
Dimulai dari peraturan-peraturan sederhana di awal tahun 1912 hingga saat 
ini usaha setiap negara dalam memberantas tindak pidana akibat adanya 
penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika tetap berjalan.  
Tabel 1 
Perubahan Undang – Undang Terkait Obat Terhadap Penyalahgunaan Obat 
Berdasarkan Opium Act 
Tahun Pasal Perubahan Peraturan Terkait Obat 
1912 - 
Opium Act yang melegalkan penggunaan obat-obatan 
untuk kebutuhan kesehatan dan penelitian ilmiah. 
1950 Penjelasan Penambahan obat jenis ganja dalam Opium Act 
                                                             
3 United Nations Office on Drugs and Crime, Chronology: 100 years of drug control-2008 diakses 






1976 Penjelasan Penggolongan obat menjadi soft drugs dan hard drugs 
2012 2 dan 3 
Penerapan kartu anggota bagi warga negara Belanda 
yang ingin mengkonsumsi ganja yang disebut dengan 
Weedpass 
2013 3 
Pembatasan penjualan ganja di coffee shop dengan 
mengurangi jumlah bangunan coffee shop dan 
melarang wisata ganja bagi non-penduduk atau turis 
Sumber: Cronology dalam United Nation Office On Drugs and Crime4  
Dari upaya perubahan peraturan terkait obat ini, pemerintah Belanda 
berhasil mengarahkan warga negaranya yang kecanduan obat khususnya soft 
drugs dan hard drugs untuk dapat melakukan rehabilitasi atau dikenai sanksi 
sebagai konsekuensinya. Tentunya perubahan peraturan terkait obat ini 
memberikan dampak positif bagi peredaran obat di Belanda. Jika pengguna 
obat di Belanda sedikit demi sedikit berkurang, maka peredaran obat 
khususnya ganja juga akan semakin terkontrol dan hal ini juga mencegah 
lebih banyak lagi organisasi kriminal pengedar ganja. 
3.2 Pembatasan Penjualan Ganja di Coffee Shop Dengan Mengurangi 
Jumlah bangunan Coffee Shop 
 Coffee shop merupakan kafe atau toko yang menyediakan kopi yang 
berada di negeri Belanda. Namun coffee shop tidak hanya terbatas pada 
penyediaan kopi, kebanyakan dari coffee shop di negeri Belanda merupakan 
kafe yang menjual ganja. Seperti yang dicanangkan pemerintah Belanda 






tentang adanya kebijakan toleransi terhadap pengguna ganja yang ingin 
mneikmati ganja, para pengguna ganja dapat menikmati ganja dengan santai 
di coffee shop yang sudah memiliki lisensi atau izin dari pemerintah Belanda. 
Izin yang diberikan oleh pemerintah Belanda tidak terbatas pada 
banyaknya ganja yang boleh dikonsumsi, tetapi juga adanya kriteria pembeli 
ganja yang tidak boleh kurang dari 18 tahun. Selain itu pemerintah Belanda 
juga menerapkan beberapa syarat agar suatu coffee shop dapat memiliki izin 
untuk menjual ganja, yaitu tidak boleh adanya iklan tentang penjualan ganja 
tersebut, tidak boleh melakukan transaksi atau menyimpan ganja lebih dari 
500 gram, tidak diperbolehkan menjual hard drugs, dan tidak diperbolehkan 
menjual minuman beralkohol. Peraturan untuk mendapatkan lisensi atau izin 
bagi coffee shop tersebut memang tidak mudah. Namun seiring dengan 
berjalannya waktu, banyak seakli coffee shop yang mengajukan lisensi untuk 
menjual ganja selain menjual kopi atau makanan ringan lainnya.  
Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memikirkan kembali 
bagaimana cara dan upaya untuk menekan jumlah dari coffee shop yang 
makin lama makin menjamur di seluruh pelosok negeri. Tentunya 
menjamurnya coffee shop ini dapat memberikan dampak buruk bagi 
masyarakat Belanda khususnya pemerintah Belanda yang telah mengambil 
langkah untuk melegalisasikan ganja. Hingga tahun 1995, coffee shop yang 
ada di Belanda semakin bertambah sampai pada puncaknya di tahun 1999 
dimana jumlah dari coffee shop sebanyak 850 coffee shop. Hal ini 





banyaknya kriminalitas karena banyaknya coffee shop yang berhubungan 
dengan pengedar ganja kelas berat hingga berhubungan dengan organisasi-
organisasi kriminal tertentu. Berikut ini merupakan data statistik mengenai 
jumlah coffee shop di Belanda: 
Tabel 2 
Jumlah Coffee Shop Belanda Berdasarkan Statista 1980 - 2015 
Year 
(Tahun) 
Number of coffee shops 











Sumber: Statista dalam Coffeeshop in The Netherlands 5 
Dari tabel data tersebut dapat ditarik benang merah sebelum adanya 
kebijakan pemerintah Belanda mengenai pembatasan coffee shop, banyak 
sekali coffee shop yang menjamur khususnya pada tahun 1980. Lalu 
                                                             
5 Statista, Total Number of Coffee Shops in the netehrlands from 1980 to 2017, diakses dalam 





kemudian jumlah coffee shop  pada tahun-tahun berikutnya semakin 
berkurang. Setelah tahun 2013, jumlah coffee shop  menurun dengan stabil.6 
Pemerintah Belanda akhirnya menerapkan pembatasan bagi coffee shop 
agar jumlah dari coffee shop tersebut berkurang dengan sendirinya. Kebijakan 
tersebut berupa pembatasan para pembeli di coffee shop dimana turis asing 
dilarang membeli ganja di setiap coffee shop di Belanda. Hanya Warga 
Negara Belanda dengan usia lebih dari 18 tahun, memiliki identitas 
kependudukan dari pemerintah Belanda, dan menjadi anggota pada suatu 
coffee shop tertentu. Sedangkan untuk menjadi anggota dari suatu coffee shop 
ini tidak mudah, setiap warga negara Belanda yang ingin menikmati ganja 
wajib menjadi anggota di suatu coffee shop tertentu minimal satu tahun dan 
coffee shop tersebut berada di area tempat tinggal atau area domisili anggota 
tersebut. Dalam hal ini, coffee shop wajib beroperasi seperti klub-klub privat 
yang keanggotaannya dibatasi hanya 1.500 per coffee shop. Selain itu setiap 
coffee shop diwajibkan jauh dari pusat kota khususnya area sekolah. Coffee 
shop harus berjarak minimal 250 meter dari pusat kota. Sebagai permulaan, 
undang-undang mengenai pembatasan coffee shop ini diterapkan di tiga 
provinsi di Belanda yaitu Limburg, Noord Brabant, dan Zeeland, sedangkan 
untuk provinsi lainnya akan segera menyusul. Peraturan ini diperkenalkan 
pada 1 Januari 2013 dan mengharuskan setiap coffee shop melakukan 
pengawasan serta memeriksa semua pembeli. Pemeriksaan ini meliputi 






apakah benar pembeli tersebut berusia 18 tahun keatas dengan menunjukkan 
identitas kependudukan Warga Negara Belanda yang dimiliki.7  
Kebijakan pembatasan coffee shop ini tidak berjalan mulus seperti 
ekspektasi pemerintah Belanda. Pembatasan keanggotaan setiap coffee shop 
yang hanya untuk 1.500 orang dan jumlah coffe shop  yang semakin menurun 
menyebabkan banyaknya masyarakat Belanda tidak mudah mengakses serta 
menikmati ganja seperti biasanya, hal ini dialami pula oleh beberapa warga 
Belanda yang tidak memiliki tempat tinggal tetap seperti tinggal di truk-truk 
atau van yang tidak selalu menetap di suatu tempat. Akibatnya banyak 
masyarakat Belanda yang mengalami sakau dikarenakan ketergantungan 
ganja. Ini menyebabkan pemerintah Belanda harus mengeluarkan dana lebih 
banyak untuk mengatasi mereka yang sakau dan ketergantungan ganja. 
Pemerintah Belanda mengeluarkan setidaknya 60 juta gulden tambahan untuk 
mengatasi gangguan tersebut melalui rehabilitasi. Para pecandu diberikan 
pilihan untuk melakukan perawatan detoksifikasi atau menjalani hukuman 
penjara.  
Kendala yang dialami pemerintah Belanda tidak hanya itu, tidak sedikit 
beberapa pemilik coffee shop yang menjual ganja kepada pembeli dengan 
tidak memperhatikan takaran maksimal sebesar 5 garam per individu per hari. 
Bahaya yang timbul jika hal tersebut dilakukan, maka akan menyebabkan 
banyaknya pengguna ganja yang overdosis dan angka ketergantungan akan 
semakin meningkat. Walaupun persebaran coffee shop ada di setiap sudut 
                                                             
7 Steve Rolles, Cannabis Policy in the Netherlands: moving forwards, not backwards, Transform 





negara Belanda dan berpusat di Amsterdam, namun tetap ketakutan 
pemerintah Belanda akan hal ini tidak dapat terbendung. Oleh karena itu 
pembatasan penjualan ganja dengan mengurangi jumlah bangunan coffee 
shop merupakan salah satu cara jitu untuk mengatasinya. 
Adanya pembatasan penjualan ganja dengan mengurangi jumlah bangunan 
coffee shop ini menghasilkan dampak yang positif bagi pemerintah Belanda 
salah satunya semakin berkurangnya coffee shop yang memilih untuk 
beroperasi tidak terkecuali coffee shop Mellow Yellow yang pada tahun ini 
merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Coffee shop tersebut memutuskan 
untuk tutup karena adanya peraturan terbaru dari pemerintah Belanda 
mengenai pembatasan penjualan ganja dengan mengurangi bangunan coffee 
shop. Hal ini terjadi dikarenakan lokasi dari coffee shop Mellow Yellow 
terletak kurang dari 250 meter dari lokasi sekolah. Berkurangnya jumlah 
bangunan coffee shop ini memberikan citra bahwa negeri Belanda tidak 
selamanya menghalalkan adanya ganja dan hal ini memberikan pengaruh 
positif pada setiap pengguna ganja untuk berpikir dua kali dalam 
mengkonsumsi ganja karena semakin lama semakin sulit untuk membeli 
ganja secara legal.8 
 
3.3 Pelarangan Wisata Ganja Bagi Non Penduduk 
Sejak dilegalkannya ganja di Belanda dan pemerintah Belanda 
menerapkan kebijakan toleransi terhadap penggunaan ganja di Belanda, 






pemerintah Belanda semakin ketat dalam melakukan pengawasan khususnya 
pengawasan terhadap setiap coffee shop. Hal ini dilakukan agar jumlah coffee 
shop dan jumlah ganja yang beredar di pasaran semakin berkurang. Namun 
tidak dapat dipungkiri bahwa pelegalan ganja yang berlangsung sejak tahun 
1976 merupakan pelegalan ganaj yang awalnya terbuka untuk umum bahkan 
turis asing dapat menikmatinya ini menimbulkan gangguan keamanan dan 
gangguan terkait obat-obatan. 
Awalnya kebijakan pemerintah Belanda dalam melegalkan ganja ini 
teruntuk seluruh Warga Negara Belanda beserta turis asing yang berkunjung 
ke Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda 
menyadari bahwa hal tersebut membuat keamanan negara terancam karena 
banyaknya coffee shop yang mau tidak mau menjual ganja melebihi batasan 
yang ditentukan yaitu setiap coffee shop paling banyak menyimpan 500 gram 
ganja dan tidak boleh menjual ganja melebihi 500 gram. Namun kenyataan 
tidak demikian, banyak sekali coffee shop yang berhubungan dengan 
pengedar narkoba dan organisasi-organisasi kriminal lainnya. Lalu 
pemerintah Belanda berfikir untuk lebih menekan angka kejahatan tersebut 
dengan menerapkan kebijakan pelarangan bagi turis asing atau warga non 
penduduk yang melakukan wisata ke Belanda untuk menikmati ganja di 
setiap coffee shop yang ada.  
Selain itu, ketika pemerintah Belanda melegalkan ganja untuk para turis 
yang mengunjungi Belanda, jumlah turis menjadi semakin meningkat. 





pemerintah Belanda mengenai penggunaan ganja. Tidak heran banyak sekali 
turis asing yang berkunjung ke Bealnda hanya untuk menikmati ganaj di 
coffee shop yang tersedia. Banyaknya turis yang datang ini didominasi oleh 
turis-turis asing dari seluruh penjuru Eropa. Kemudian hal ini juga yang 
mendorong pemerintah Belanda untuk melarang turis asing mengkonsumsi 
ganja di Belanda. 
Kebijakan pemerintah Belanda melarang turis asing atau warga non 
penduduk menikmati ganja di coffee shop ini mulai diterapkan pada tanggal 1 
Januari 2013. Tentunya dalam menerapkan kebijakan ini, pemerintah Belanda 
menghadapi berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diantaranya 
banyakanya protes dari para pemilik coffee shop mengenai kebijakan 
pelarangan turis asing untuk menikmati ganja di coffee shop yang berada di 
Belanda. Menurut Marc Josemans, ketua The Society of United Coffeeshops 
dan pemilik dari The Easy Going coffee shop mengatakan bahwa seharusnya 
pemerintah Belanda tidak patut memberlakukan hal tersebut karena tidak 
mungkin para pemilik coffee shop akan menolak setiap pelanggan yang ingin 
menikmati ganja yang dimana pelanggan tersebut telah melakukan perjalanan 
jauh dan melelahkan untuk bisa sampai di Belanda.9 
Berawal dari protes para pemilik coffee shop yang diungkapkan oleh ketua 
The Society of United Coffeeshops tersebut, banyak dari beberapa coffee shop 
yang beroperasi secara diam-diam dalam menerima turis asing yang ingin 
menikmati ganja di Belanda. Tentunya hal ini akan semakin memperburuk 
                                                             
9 Per Nyberg, Dutch City’s Coffee Shops Close Doors to Most Cannabis Tourists, 2011, diakses 






keadaan dimana akan tetap banyak coffee shop yang menjual ganja kepada 
para turis asing yang menyebabkan pasokan ganja ke coffee shop juga akan 
semakin banyak. Hal ini dapat menyebabkan coffee shop tersebut 
berhubungan dengan bandar gelap pemasok obat-obatan yang akan 
berpengaruh pada keamanan negara. Kebijakan melarang turis asing untuk 
menikmati ganja di Belanda memang tidak dapat diaplikasikan dengan 
maksimal karena kurangnya pengawasan. Namun kebijakan ini dapat 
diterapkan dengan hanya menerima warga negara Belanda yang memiliki 
kartu anggota atau Weedpass.  
Diagram 1 
Jumlah Kasus Kejahatan oleh Adanya Pelegalan Ganja yang Diajukan Kepada 
Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Statista 2011 - 2015 
 
Sumber: Statista dalam United Nation Of Drugs and Crime10 
Jumlah data mengenai kasus kejahatan dari obat-obatan jenis soft drugs di 
atas menunjukkan bahwa kasus kejahatan dalam 3 tahun terakhir meningkat 
                                                             















drastis dan semakin meningkat setelah adanya kebijakan pemerintah 
mengenai pelarangan turis asing yang ingin menikmati ganja di Belanda. 
Pada tahun 2011 ada sekitar 9.339 kasus, tahun 2012 sekitar 9.910 kasus, dan 
menurun pada tahun 2013 menjadi 9.226 saat pertama kali dicanangkannya 
kebijakan pelarangan wisata ganja bagi non penduduk. Namun setahun 
kemudian pada tahun 2014, jumlah kejahatan tersebut meningkat drastis 
menjadi 9.980 kasus. Hingga pada tahun 2015 jumlah kasus tersebut sedikit 
menurun menjadi 9.445 kasus.11 Namun seiring berjalannya waktu, banyak 
sekali turis asing yang dapat dengan bebas menikmati ganja dikarenakan di 
Amsterdam khususnya di kawasan Red Light District12 tidak diberlakukan 
kebijakan mengenai pelarangan turis asing dalam menikmati ganja di setiap 
coffee shop di Amsterdam. 
Dengan adanya larangan wisata ganja bagi non-penduduk atau turis ini 
menghasilkan dampak positif dan negatif bagi pemerintah Belanda. Dampak 
negatifnya, pemerintah Belanda mengalami penurunan pendapatan karena 
kurangnya pengguna ganja yang membeli ganja di negeri Belanda. Namun, 
hal ini juga memiliki dampak positif seperti berkurangnya angka kejahatan 
yang disebabkan oleh adanya pelegalan ganja dan berkurangnya organisasi 
kriminal yang masuk ke negeri Belanda hanya untuk sekedar mengedarkan 
ganja. Tidak sedikit pula coffee shop yang memutuskann untuk tetap menjual 
                                                             
11 Ibid. 
12 Red Light District adalah  area yang dipenuhi dengan lampu-lampu dan jendela berwarna merah 
dan area tersbeut menjadi pusat prostitusi serta sebagai area penyedia jasa untuk bersenang-
senang. Tidak hanya itu, Red Light District juga merupakan pusat perbelanjaan fashion dimana 
para turis dapat mengunjunginya hanya untuk sekedar membeli baju, sepatu, atau tas, diakses 





ganja kepada para turis secara ilegal, hal ini tidak dibantah oleh pemerintah 
Belanda. Dari adanya kendala tersebut, pemerintah Belanda semakin 
memperketat keamanan di setiap coffee shop walaupun hal ini dilakukan 
secara tidak langsung. 
 
3.4 Pemberlakuan Kartu Anggota 
Salah satu upaya pemerintah Belanda dalam mengatasi kejahatan dan 
gangguan dari adanya obat-obatan atau narkotika serta untuk mengatasi 
semakin menjamurnya coffee shop yang hubungannya tidak jauh dengan 
bandar obat-obatan yaitu dengan melakukan pemberlakuan kartu anggota 
bagi para pengguna ganja. Upaya ini juga dilakukan pemerintah Belanda 
sebagai salah satu cara untuk mengurangi pengguna ganja dan mengurangi 
kematian akibat kecanduan atau overdosis obat-obatan khususnya ganja. 
Pemeberlakuan kartu anggota ini telah dilakukan mulai pada tanggal 19 
November 2012. Kartu anggota tersebut biasa disebut dengan Weedpass. 
Perlu diketahui bahwa pemerintah Belanda menerapkan pemberlakuan kartu 
anggota ini dengan beberapa syarat diantaranya: 13 
a. Warga Negara Belanda; 
b. Dewasa atau berumur di atas 18 tahun; 
c. Keanggotaan dalam coffee shop tersebut minimal 1 tahun; 
“Seeking to establish coffee shops as “members only” institutions, in May 
2012 the governme introduced the weed club pass on a pilot basis in the three 
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southern provinces. Two new criteria were added is coffee shops need to be 
small and closed (Besloten) and include only local residents (Ingezetenen)”14 
 
Syarat-syarat di atas merupakan syarat khusus bagi warga Belanda yang 
ingin menikmati ganja. Aturan mengenai penggunaan ganja ini semakin 
diperketat oleh pemerintah Belanda sebagai sarana untuk menjaga kesehatan 
masyarakat. Pemerintah Belanda menginginkan jumlah kematian akibat 
adanya overdosis dan kecanduan obat-obatan semakin menurun dikarenakan 
adanya kebijakan pelegalan ganja tersebut. 
Gambar 1 
Tampilan Kartu Anggota (Weedpass) Coffeeshop Belanda 
 
Sumber: Cannabis Policy in the Netherlands - 2014 
 
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap upaya pemerintah Belanda 
dalam mengatasi kriminalitas, mempromosikan kesehatan, dan melarang turis 
asing menikmati ganja di Belanda selalu memiliki hambatan. Dari adanya 
pemberlakuan kartu anggota tersebut, banyak sekali para politikus dan para 
pemimpin menentang kebijakan mengenai adanya kartu anggota bagi mereka 
yang ingin menikmati ganja. Menurut para politikus dan para pemimpin 






tersebut, adanya pemeberlakuan kartu anggota hanya akan menambah kasus 
pemakaian hard drugs dan ini merupakan kabar buruk bagi pemerintah 
Belanda jika hal tersebut benar-benar terjadi. Hal ini diperkuat dengan survey 
yang dilakukan oleh EMCDDA mengenai pemakaian obat-obatan di Belanda 
dan ganja menempati urutan teratas yang sering di konsumsi oleh masyarakat 
Belanda serta adanya survey mengenai penggunaan hard drugs di Belanda 
yang menempati urutan pertama dibandingkan negara-negara lain di Eropa. 
Diagram 2 
Jumlah Kasus Penggunaan Obat – obatan di Belanda Rentang Usia 15-34 Tahun 
Berdasarkan EMCDDA 
 
Sumber EMCDDA dalam Netherlands Drug Report15 
Jika pemberlakuan kartu anggota tersebut diterapkan dan banyak dari 
masyarakat yang tidak memenuhi persayaratan tersebut, maka yang akan 
terjadi hanyalah pengalihan konsumsi obat-obatan berjenis soft drugs ke hard 
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drugs. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan angka kematian akibat 
penggunaan obat-obatan yang setiap tahun mengalami peningkatan.16  
Tabel 2 
Jumlah Kematian Akibat Penggunaan Obat – obatan Berdasarkan Drug Report 
2017 




Belanda 25.000 15,1 1,6 
Jerman 100.000/120.000 79,8 1,3/1,5 
Belgia 17.500 10.0 1,8 
Luxemburg 2.000 0,4 5,0 
Prancis 135.000/150.000 57,0 2,4/2,6 
United 
Kingdom 
150.000 57,6 2,6 
Denmark 10.000 5,1 2,0 
Swedia 13.500 8,6 1,6 
Norwegia 4.500 4,3 1,0 
Switzerland 26.500/45.000 6,7 4,0/6,7 
Austria 10.000 7,8 1,3 
Itali 175.000 57,8 3,0 
Spanyol 120.000 39,4 3,0 
Yunani 35.000 10,1 3,5 
Portugal 45.000 10,0 4,5 
Irlandia 2.000 3,5 0,6 
Sumber EMCDDA dalam Country Drug Report17  






Dapat kita lihat bahwa data di atas menunjukkan banyaknya pengguna 
hard drugs pada tahun 90-an. Ini menunjukkan bahwa hard drugs dapat 
masih bisa didapatkan oleh mereka yang menginginkannya.18 Sedangkan 
menurut buku berjudul Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug 
Markets in the Netherlands mengungkapkan bahwa hanya 14 persen dari 
pengguna ganja di Belanda yang mengatakan bahwa mereka bisa 
mendapatkan narkoba lain yang lebih berat (hard drugs) dari tempat mereka 
membeli ganja.19 Selain adanya hambatan dan kerugian tersebut, kebijakan 
pemberlakuan kartu anggota bagi setiap penikmat ganja juga memiliki segi 
positif. Keuntungan pemerintah Belanda dalam menerapkan kartu anggota 
bagi penikmat ganja ini dapat dilihat melalui jumlah coffee shop yang 
semakin menurun dan banyaknya masyarakat Belanda yang memilih 
melakukan perawatan detoksifikasi agar tidak mengalami kecanduan ganja.  
Diagram 3 
Jumlah Penurunan Coffeeshop dan Peningkatan Detoksifikasi Kecanduan Ganjan 
Berdasarkan EMCDDA Tahun 2011 - 2015 
 
Sumber: EMCDDA dalam Drug Report in The Netherlands20 
                                                                                                                                                                       
17 Ibid. 
18 Tweede Kamer, Loc. Cit  
19 Jean-Paul Grund dan Joost Breeksema, Loc. Cit, hal. 26 












Diagram tersebut menunjukkan banyaknya pengguna obat-obatan yang 
melakukan perawatan detoksifikasi dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 
2011 hingga tahun 2015. Angka perawatan detoksifikasi menurun sedikit di 
tahun 2012 yaitu sebesar 45%, berbeda dengan tahun-tahun yang lain dimana 
persentasi perawatan detoksifikasi mencapai 50% dari pengguna obat-obatan 
lebih dari 31.000 orang. Upaya detoksifikasi obat-obatan ini tentunya 
menguntungkan pemerintah Belanda karena semakin sedikit pengguna ganja 
atau obat-obatan lainnya, tentunya ini akan membuat pasokan ganja serta 
obat-obatan lainnya dapat diatasi. Selain itu hal ini juga mempermudah 
pemerintah Belanda dalam mengawasi peredaran obat-obatan di Belanda. 
“Drug treatment is provided by 14 regular addiction care and treatment 
institutes, of which seven have merged with a mental health institutes and 
one with an institute for social support. Municipal public health services, 
general psychiatric hospitals, several religious organisations and some 
private clinics also offer care for people with substance use problems. 
Since the start of 2014, drug treatment has been provided in a three-step 
approach: frontline support from a general practitioner or a general 
practice mental health worker, followed by primary mental healthcare and 
secondary mental healthcare. Some treatment providers may have inpatient 
treatment programmes.”21 
 
Dalam kutipan tersebut disebutkan bahwa perawatan terhadap para 
pengguna obat-obatan khususnya ganja dilakukan oleh banyak institusi 
yang saling bekerja sama. Perawatan tersebut meliputi kesehatan mental 
dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan umum di 
setiap kota, psikater rumah sakit umum, beberapa organisasi keagamaan 
dan beberapa klinik privat. Semua instansi tersebut memberikan perawatan 
kepada para pengguna obat-obatan yang memiliki masalah. Sejak tahun 






2014, perawatan terhadap pengguna obat-obatan dilakukan melalui tiga 
langkah pendekatan yaitu dukungan garis depan dari pekerja praktik 
kesehatan mental, lalu diikuti dengan perawatan kesehatan mental primer, 
dan perawatan kesehatan mental sekunder. Beberapa perawatan yang 
diberikan tersebut ada yang beberapa dilakukan dengan kesabaran. 
Adanya perawatan yang dilakukan oleh masyarakat Belanda yang 
ketergantungan obat-obatan ini memberikan keuntungan juga pada segi 
kesehatan karena banyaknya masyarakat Belanda yang terserang HIV, 
Hepatitis B (HBV), dan Hepatitis C (HCV) akibat adanya penyuntikan 
obat-obatan kedalam tubuh.  
“The available data suggest that the incidence of HIV, hepatitis B virus 
(HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections among people who inject drugs 
(PWID) has remained at low levels in the Netherlands; however, prevalence 
of HCV among this group is higher than in the general population, and it 
remains the most common drug-related infection in the country. A recent 
study estimated that fewer than one third of the 28,000 people with chronic 
HCV infection had ever injected drugs.” 
 
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan 
menyebabkan para penggunanya kebanyakan terinfeksi Hepatitis C (HVC). 
Di Belanda, pengguna obat-obatan yang terinfeksi Hepatitis C tersebut 
kurang dari sepertiganya mengalami Hepatitis C akut. Oleh karena itu, dari 
adanya data kesehatan tersebut, pemerintah Belanda semakin gencar 
mencanangkan berbagai kebijakan agar keamanan negara dan kesehatan 
masyarakatnya terjamin. Hal ini menghasilkan berkurangnya sedikit demi 






3.5 Pembentukan Lembaga Lokal Sebagai Pengawas Kejahatan Obat 
Pemerintah Belanda tidak henti-hentinya melakukan segala upaya untuk 
tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum setelah dilegalkannya ganja 
di negeri Belanda. Proses demi proses telah dilalui mulai dari tahun 1912 
hingga saat ini. Pemerintah Belanda tidak segan-segan pula menerapkan 
kebijakan pemisahan obat-obatan antara soft drugs dengan hard drugs 
untuk memberikan kepastian hukum tentang pelegalan ganja serta obat-
obatan lain sejenisnya yang termasuk kedalam soft drugs. Upaya 
pemerintah Belanda tersebut antara lain dengan melakukan jejak pendapat 
atau votting mengenai kebijakan pelegalan ganja. Berikut ini merupakan 
hasil dari jejak pendapat mulai tahun 2012: 
Mei 2012 
a. Apakah penggunaan soft drugs harus sepenuhnya dilarang? 
Tabel 4 
Jumlah Penolakan Masyarakat Belanda Terhadap Pelarangan Soft Drug 
 
Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands22 
Tabel di atas menunjukkan besarnya masyarakat yang tidak setuju jika 
pemerintah Belanda melarang soft drugs untuk dikonsumsi yaitu sebesar 
64% dan 6% yang memutuskan untuk tidak menjawab. Dalam tabel 
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tersebut menunjukkan pula jumlah dari peserta jejak pendapat yang berasal 
dari beberapa partai, seperti VVD (People’s Party for Freedom and 
Democracy), PvdA (Labour Party), D66 (Democrats 66), dan lain-lain. 
b. Penggunaan soft drugs harus diberikan izin kebebasan secara penuh 
Tabel 5 
Jumlah Jajak Pendapat Terkait Penggunaan Soft Drug Secara Bebas 
 
Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands23 
c. Pengenalan kartu anggota ganja adalah ide yang bagus 
Tabel 6 
Jumlah Jajak Pendapat Terkait Kartu Anggota Ganja 
 
Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands24 
d. Dengan adanya pengenalan masyarakat terhadap kartu anggota ganja 
tersebut akan dapat menambah perdagangan illegal 
Tabel 7 
Jumlah Jajak Pendapat Terkait Kartu Anggota dan Perdagangan Ilegal 








Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands25 
e. Pengenalan kartu anggota ganja harus dihentikan 
Tabel 8 
Jumlah Jajak Pendapat Terkait Penghentian Kartu Anggota 
 
Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands26 
Jejak pendapat yang dilakukan pada tahun 2012 tersebut menunjukkan 
banyaknya masyarakat yang tidak setuju jika penggunaan soft drugs 
dilarang. Hal ini diikuti dengan banyaknya yang tidak setuju dengan 
diadakannya kartu anggota bagi para pengguna ganja yaitu sebesar 61%. 
Masyarakat menganggap adanya kartu anggota bagi pengguna ganja hanya 
akan menambah perdagangan ilegal. Mayoritas 80% peserta jejak pendapat 
menyetujui adanya kartu anggota tersebut akan menambah perdagangan 
ilegal. Hal ini diperkuat dengan hasil jejak pendapat yang lain dimana 60% 
peserta jejak pendapat ganja menyetujui kebijakan tentang kartu anggota 
bagi para pengguna ganja harus dihentikan.27 
                                                             
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Peil of Netherland, Cannabis Opinion Polls In The Netherlands, 2013, diakses dalam 





Jejak pendapat ini tidak berhenti hanya pada tahun 2012,  jejak pendapat 
ini juga berlangsung beberapa kali pada tahun 2013. Berikut merupakan 
hasil dari jejak pendapat pada tahun 2013: 
a. Jejek pendapat pada bulan Agustus 2013 menanyakan tentang, 
haruskah Belanda menerapkan undang-undang yang sama seperti di 
Uruguay mengenai kebijakan legaslisasi ganja pada minggu ini? 
Tabel 9 
Jumlah Jajak Pendapat Terhadap Hukum Ganja Di Belanda 
 
Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands28 
b. Jejak pendapat pada bulan Desember 2013 menanyakan tentang, 
Uruguay merupakan negara pertama yang menerapkan legalisasi ganja 
mulai dari produksi, perdagangan, dan konsumsi ganja. Apakah 
Belanda seharusnya melakukan hal itu juga? 
Tabel 10 
Jumlah Jajak Pendapat Tentang Penerapan Hukum Ganja Di Belanda 
 
Sumber Peil dalam Cannabis Opinion In The Netherlands29 







Dari jejak pendapat yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut, 
pemerintah Belanda mendapatkan hasil 54% peserta jejak pendapat pada 
bulan Agustus 2013 menyatakan berkenan jika pemerintah Belanda 
menerapkan undang-undang yang sama seperti yang ada di Uruguay. 
Sedangkan hasil jejak pendapat kedua pada bulan Desember 2013 
menunjukkan 65% peserta jejak pendapat setuju jika pemerintah Belanda 
menerapkan undang-undang seperti yang diterakan di Uruguay yang 
melegalkan adanya produksi, perdagangan, dan konsumsi ganja. Tentunya 
dari hasil jejak pendapat yang dilakukan selama 2 tahun tersebut dapat kita 
tarik benang merah jika mayoritas masyarakat Belanda menyetujui adanya 
pelegalan ganja namun tanpa adanya kartu anggota bagi setiap pengguna 
ganja. 
 Dari adanya jajak pendapat yang sebagian besar masyarakat Belanda 
mendukung adanya pelegalan ganja tanpa adanya kartu anggota dan 
pembatasan coffee shop, pemerintah Belanda membentuk suatu badan 
pengawas lokal demi mengawasi dan mengatur serta mengontrol peredaran 
obat di Belanda. Adanya jajak pendapat ini tentunya sebagai tolak ukur 
pemerintah Belanda untuk menghindari dan mengantisipasi adanya tindak 
kriminal yang disebabkan adanya perubahan undang-undang obat. 
Kebijakan pelegalan ganja dan obat-obatan sejenis soft drugs menjadikan 
pemerintah Belanda semakin gencar dalam menjaga keamanan negara. 
Tidak sedikit kejahatan dan kasus kriminalitas di jalanan terjadi akibat 





obatan yang tak dapat tertolong dan akhirnya menimbulkan gangguan 
negara. Selain itu banyaknya coffee shop yang memutuskan untuk 
menerima pasokan ganja dari bandar ganja bahkan dari organisasi kriminal 
penyedia ganja menyebabkan kekhawatiran akan adanya kerusakan atau 
chaos. Hal ini disebut sebagai gangguan negara karena pemerintah Belanda 
mengawalinya dengan melegalkan ganja yang awalnya bertujuan agar 
setiap masyarakatnya dapat mengetahui bahaya penggunaan obat-obatan 
dan pemerintah Belanda beranggapan bahwa ganja sama dengan bahan 
yang ada pada rokok. Selain itu pemerintah Belanda menganggap bahwa 
setiap masyarakatnya merupakan orang-orang yang sudah dewasa sehingga 
mereka dapat menentukan sendiri hal baik dan hal buruk bagi 
kehidupannya untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi obat-obatan 
atau ganja. 
Meskipun kebijakan pemerintah Belanda di bidang kesehatan relatif 
berhasil, namunn pemerintah Belanda masih tetap membutuhkan banyak 
sekali cara untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan adanya legaslisai 
obat-obatan. Untuk itu pemerintah Belanda giat dalam melakukan 
penelitian serta pengawasan akan hasil survey yang dilakukan oleh 
European Monitoring Center for Narcotics yang dimana pemerintah 
Belanda juga membentuk sistem pengawasan obat-obatan pada tahun 1997. 
Namun tentunya pemerintah Belanda membutuhkan lebih banyak lagi 
badann pengawas lainnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban 





untuk mengawasi kejahatan obat di Belanda. Lembaga lokal tersebut 
disebut dengan BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door 
het Openbaar Bestuur) yang berperan sebagai lembaga administrasi publik. 
Lembaga lokal ini memberikan izin mengenai real estate, pengoperasian 
mesin gim (game), mengawasi setiap pertokoan, ekspor impor kembang 
api, perizinan katering, perizinan transportasi, perusahaan perumahan, 
perizinan coffee shop dan memberikan izin untuk acara-acara yang 
berhubungan dengan keolahragaan. Namun sebelumnya lembaga ini 
memberikan tes terlebih dahulu kepada setiap warga atau perusahaan lokal 
yang ingin mendapatkan izin, jika tidak dapat melalui tes tersebut, maka 
kemungkinan besar permintaan untuk mendapatkan izin akan ditolak. 
“The Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 
Bestuur, (Promotion of Integrity Assessments by the Public Administration 
Act) or “BIBOB” aims to prevent coffee shop permits going to proprietors 
with ties to criminal organizations. Due to the front-door or back-door 
paradox, it is unsurprising that many coffee shops do have contacts with 
criminal entrepreneurs.”30  
 
Adanya beberapa perbaikan dan penyesuaian akan membuat BIBOB 
lebih mudah diakses oleh warga lokal, memberikan kewibawaan tersendiri 
bagi setiap warga atau perusahaan lokal yang mendapatkan lisensi, dan 
tentunya memberikan perlindungan lebih baik lagi kepada setiap orang. 
Berikut langkah kerja BIBOB dalam menangani perizinan di Belanda:       
a) Badan administratif dan pihak yang berwenang yang melakukan tugas 
negara akan mendapatkan secara langsung izin untuk mendapatkan data 
dari pengadilan dan catatan criminal dari pihak yang berwenang untuk 
                                                             





membuat keputusan bersama BIBOB; b) Badan administratif dan pihak 
yang berwenang yang menjalankan tugas negara melakukan penyelidikan 
bersama BIBOB mengenai perusahaan atau orang perorangan yang 
sebelumnya mengajukan lisensi; c) Lalu The RIECs (Refional Information 
and Expertise Centres) dapat mengajukan izin untuk membantu memeriksa 
setiap data yang diajukan oleh perusahaan atau orang perorangan untuk 
mendapatkan izin dari BIBOB; d) Waktu untuk BIBOB dalam memberikan 
saran atau masukan sekitar 4 minggu dan dapat diperpanjang hingga 4 
minggu dimana total keseluruhan jika dilakukan perpanjangan menjadi 8 
minggu; e) Banyak dari penguasa lokal menggunakan Komite Komplain 
Eksternal (External Complaints Committees) dengan mengajukan 
keberatan ke pengadilan. Nantinya pengadilan akan menerima salinan data 
hasil investigasi BIBOB; f) Jika ada beberapa persayaratan yang belum 
dipenuhi, maka perusahaan atau orang perorangan yang izinnya ditolak 
akan mendapatkan data mengenai saran perbaikan dari BIBOB.31 
Lembaga khusus untuk mengawasi kejahatan obat ini telah ada sejak 
tahun 2003 dimana peraturan mengenai BIBOB ini baru terlihat 
pengaruhnya pada tanggal 1 Juni 2003. Lembaga ini lebih condong dibuat 
oleh pemerintah Belanda sebagai usaha dalam membatasi jumlah coffee 
shop, memperbaiki sistem di Red Light District, dan membasmi kejahatan 
yang sering terjadi akibat banyaknya organisasi kriminal yang masuk ke 
Belanda. Adanya lembaga lokal sebagai pengawas kejahatan obat ini 
                                                             
31 Government of The Netherland, Public Administration Act (Bibob) will be extended to intensify 






menghasilkan keadaan negeri Belanda yang mengalami penurunan di dua 
tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 dan 2015 dalam hal kejahatan 
kriminal akibat adanya pelegalan obat. Hal ini seperti yang dikutip dalam 
Statista 2018: 
Tabel 11 
Jumlah Kasus Penggunaan Ganja Terhadap Peningkatan Kejahatan Kriminal Di 
Belanda Berdasarkan Registered Cases Tahun 2010 - 2015 
Year 
(tahun) 








Sumber Registered Cases of Soft Drugs dalam Crime In The 
Netherlands32 
 Dari tabel data tersebut dapat ditarik benang merah setelah adanya 
kebijakan pemerintah Belanda mengenai legalisasi ganja, terjadi peningkatan 
jumlah kasus kejahatan dan pada tahun-tahun berikutnya semakin berkurang. 
Setelah tahun 2013, jumlah kejahatan menurun dengan stabil. 
                                                             
32 Statista, Registered cases of soft drug-related crimes in the Netherland from 2010 to 2015, 
diakses dalam http://www.ststista.com/statistics (10/06/2018, 22:57 WIB) 
